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ABSTRAK

Azhariah Khalida, 88310164, Analisis Pemikiran Ekonomi
Muhammad Bagqir Ash-Shadr dan Relevansinya dengan Tanggung Jawab
Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam, Program Studi Hukum
Islam, Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2018, 308 halaman.

Sumber daya alam merupakan bagian dari kepemilikan umum yang
dimiliki secara kolektif oleh masyarakat yang dikuasakan kepada negara untuk
mengolahnya agar kemudian dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan
negara dan rakyat. Pengelolaan kekayaan alam merupakan tanggung jawab
negara sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Bagir Ash-Shadr. Negara
berwenang mengintervensi aktivitas ekonomi dalam masyarakat dan
berkewajiban mengatur aktivitas ekonomi tersebut.

Usaha pengelolaan sumber daya alam, terutama sektor pertambangan
biasanya membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang maju. Karena itu
di Indonesia, pemerintah melibatkan penanam modal untuk Kkegiatan
pengusahaan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Keberadaan undang-undang
ini menimbulkan kritikan dari masyarakat, karena dengan undang-undang ini
memberikan peluang cukup besar kepada penanam modal asing untuk
menguasai sumber daya alam Indonesia sehingga akan mengakibatkan kerugian
bagi bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

Berdasarkan *latar belakang di atas penulis menetapkan rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab negara
terhadap pengelolaan sumber daya alam menurut Muhammad Bagir Ash-Shadr?
Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr dengan kebijakan
pemerintah JIndonesia- dalam--pengelolaan . sumber ~daya- alam? Bagaimana
implementasi prinsip=prinsip "ekonomi ‘tslam’ "dalam “kebijakan pemerintah
Indonesia dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan
penanaman modal?

Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode pengumpulan data library research (penelitian
kepustakaan) dengan menelusuri pemikiran tokoh yang penulis teliti. Terkait
dengan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya alam dan
penanaman modal penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Selanjutnya dalam menganalisis data penulis menggunakan
metode content analysis (analisis isi).

Berdasarkan penelusuran dan penelitian penulis, dapat ditarik
kesimpulan bahwa; bentuk tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber
daya alam menurut Muhammad Bagir Ash-Shadr adalah dengan ikut terlibat
secara aktif terhadap kegiatan produksi melalui pengawasan dan pengarahan
otoritas hukum. Karena hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin
kebutuhan seluruh individu dalam masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan
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alam, yang dilandasi prinsip jaminan sosial, prinsip keseimbangan sosial dan
prinsip intervensi negara.

Terdapat relevansi antara pemikiran Muhammad Bagir Ash-Shadr
tentang pengelolaan sumber daya alam dengan kebijakan penanaman modal di
Indonesia, yaitu: 1) Kewenangan yang diberikan pemerintah kepada pihak
tertentu melalui kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan dapat
digolongkan kepada igtha’ dan sebagai imbalan atas izin yang diberikan, negara
berhak memperoleh pajak atau sejumlah pembayaran lainnya. Kegiatan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh pihak tertentu tidak mengakibatkan
beralihnya kepemilikan area pertambangan dan bahan tambang yang masih
berada di dalam bumi. 2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di
Indonesia sebagai bagian dari usaha pengelolaan sumber daya alam relevan
dengan pemikiran Muhammad Bagir Ash-Shadr yaitu pemerintah bertanggung
jawab menjamin kebutuhan hidup masyarakat dengan cara menyediakan
lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Kegiatan penanaman modal akan
mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan sarana-sarana publik yang
membutuhkan tenaga kerja yang banyak yang mengutamakan tenaga kerja
dalam negeri. 3) Pemerintah Indonesia telah mengisi ruang kosong yang belum
ditetapkan secara rinci oleh hukum Islam mengenai pengaturan pengelolaan
sumber daya alam melalui peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pemerintah-Indonesia dalam mengatur usaha pengelolaan
sumber daya alam di bidang pertambangan dilakukan melalui mekanisme
pengusahaan berupa kontrak/perjanjian, kuasa pertambangan dan izin usaha.
Untuk kegiatan usaha pertambangan yang membutuhkan modal yang besar dan
teknologi yang canggih, sementara modal atau teknologi yang dimiliki
pemerintah tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan tersebut, pemerintah
membuka kesempatan bagi-penanam modal swasta; baik dalam: negeri maupun
luar negeri. Kegiatan penanaman modal_ bertujuan _untuk meningkatkan
perekonomian bangsa karena akan membuka peluang bagi ketersediaan
lapangan kerja untuk menyokong peningkatan ekonomi rakyat dalam rangka
mewujudkan keseimbangan sosial. Kegiatan penanaman modal merupakan
bentuk kerja sama berupa penyertaan modal yang dapat menghindarkan pihak
yang kekurangan modal dari berhutang yang mengandung riba. Dengan
demikian dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini telah menerapkan
sebagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.
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ABSTRACT

Azhariah Khalida, 88310164, Analysis of Muhammad Bagir Ash-
Shadr’s Economic Thought and its Relevance toward State Responsibility on
Natural Resource Management, Islamic Law Studies Program, Postgraduate
Program UIN Imam Bonjol Padang, 2018, 308 pages.

Natural resources is a part of the common ownership collectively
owned by people. In managing the natural resources, the state has authority to
empower it, so it can be used for the state and also the people. The natural
resources management is state responsibility which is suggested by Muhammad
Bagir Ash-Shadr. The state is responsible to manage the economic activity in
society.

Natural resource management is closely related to the investment sinse
it needs cost a lot and advanced technology, for instance mining sector. To
increase the real economic potential in Indonesia, the government then issued an
Investment law regulation, namely Law number 25 year 2007. This regulation
initially raises public concern and criticism whether this investment policy,
those involving foreign investors, will actually cause harm to the Indonesian
people for the future.

From the explanation above, the writer defines three problem
formulation in this research. First, what is the state’s responsibility toward
natural resources management based on Muhammad Bagir Ash-Shadr? Second,
are there any relationship between investment policy in Indonesia in natural
resource management with the thought of Muhammad Bagir Ash-Shadr? Third,
how does the Indonesian governments policy manage natural resources and
capital investment?

In this. research; thewriter-used- library .research-to- callect the data by
tracing arguments related 1ash and“Muhammad Bagir Ash-Shadr thought related
to government policy on natural resources management and capital investment,
the writer used the statute approach. In analyzing data the writer used content
analysis method.

As the result, this research finally can be concluded that; according to
Muhammad Baqir Ash-Shadr, the state’s responsibility toward the natural
resources management is being involved to work on productive activities, and
the rules of Islamic law which became the principle in economic activity.
Islamic law empowers the state to give supervision and direction of the legal
authorities. Islamic law commits the state to ensure the needs of people by
utilizing natural resources, based on principal of social security, social
equilibrium and state intervention.

There are some relationship between the thought of Muhammad Bagqir
Ash-Shadr in the natural resources management with the investment policy in
Indonesia. First, that is the authority granted by the government to a certain
party through mining or mining permits can be classified to igtha’. As the return
of the permits granted, the government entitled to tax or other payments. Mining
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business conducted by certain parties cannot shift the ownership of mining
areas and mining materials still in the earth. Second, the purpose of Indonesian
investment is relevant to Muhammad Bagir Ash-Shadr's theory, the government
is responsible for the living needs people. The investment will help the
government in providing extensive employment opportunities for the
community and public facilities. This condition will require a large numbers of
domestic workers so that they can live in standards livings. Third, the
Indonesian government has been set up the management of natural resources
which have not been specified in detail by Islamic law.

In managing natural resources, expecially in mining sector, the
government used the utilization mechanism in the form of contracts/agreements,
mining concessions and business licenses. Since mining activities require
substantial capital and advance technology, the government gived opportunities
to private investors both domestic and foreign. Investment activities aim to
improve the nation's economy because it will open opportunities for
employment availability to support the improvement of the people's economy to
realize social balance. Investment activities are a form of cooperation in the
form of equity participation that can avoid those who lack capital from debt
contains usury. Thus in this natural resource management policy has applied
some of the principles of Islamic economics.
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